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ABSTRAK

Tindak pidana korupsi diketegonkan siatu bentok kegahatan yang sangat berhahaya dan bersifat universal,
yang dapat merusak semua sendi kebidupan masyarakat, bangsa dan Negara, oleurya it wajib mendapat
perhatian yang serius dari berbagai elemen, Tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh sispa saja baik
i pejabat atau pemerintah, pepawai negeri sipil manpun pegawai swasta, ataspun dari kelompok
masyarakat Sant sekarang mi banyak para pelaku bndak pidana korepsi yang lolos dari jeratan hukum,
dimana majelis hakim pada lembaga peradilan di Sulawesi Selatan sering menjatubkan putusan lepas
dari segada tuntutan hukum kepads para pelaka (rerdakwa)) dndak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan
untuk meagetahul dasar pertimbangan hukum majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Makmusar dan
Pengadilan Negeri Bulukumba dalam menjatohkan putusan lepas dan segala tantutan huloam (onislaag
van alle rechise vervelging) apakah penjatuban putusan terschut sudah sesuai denpan ketentuan hukom
yang berlnku (KUHAP), Penelitian ini merupakan penelitian normatif vang bersifiar deskriptif dengan
menggunakan data primer dan data sekunder, dilakukan dengan cara meneliti buhan pustaka atmu dam
sekunder yang membahas tentang putusan lepas dar segala mntutan hukum (onrslaag van afle rechhise
vervolging) bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kestmpulan vang
berhubungan dengan masalah yanp diteliti. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui tentang dasar
majelis hakim dalam menjatulikon putwsan lepas dari segala tuntotan hukum (ontzlaag van alle rechrsc
vervolging ) sdalah balwa apabila vang di dakwakan kepada terdalowa terbulet tetapi perbuatan tersebut
bukan merupakan suatu tindak pidana

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Putusan Lepas Dari Segala Tontutan.

ABSTRACT

Corruption is categorized s o form of crime that is very dangerous and wniversal in nalure,
which can damage all waiks of life of the peaple, nation, and sigie, therefore il musi receive
serious giteniion from varions elemenis, Corruption can be commeitted by anvone be it an afficial
oF government, civil servanis or private employees, or from community groups. At present, there
ave many perpetrators of corruption whe ercaped the Jaw, where the panel of judyes af the
Judiciary in South Sulewest aften honded down verdicts of all lawsuils against the perpeiraiors
(defendants) of criminal acis of corvuption, This study aims to determine the legal baviy for
Sielges at the Makassar High Courd and the Balukumba District Court in passing verdices jiee
of all lawsuits {omtsioag van alle rechise vervolging) whether the award is by following applicable
fegal provistons (KUHAP). This research Is descriptive normative research ustng primary and
secondary data, carvied out by examining library materialy or secondary data that discusses
the reivase of all lawsuity {onislagg van alfe rechhise vervolging) the marerial is arranged
sywiematically, reviewed and ihen withdrawn a conclusion relaied to the problem under study:
Based on this research, it can be seen that the basis of the panel of fudges in releasing decisions
that are tndependent of all lawsuits (ontslaag van alle rechisc vervolging) is that if what is
indicted by the accuved is proven bui the act is not @ criminal offense.

Keywords: Corrupiion, Decision Regardless af Al Claims.
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1. Pendahuluan

Seiring dengan laju pertumbuban dan
pembangunan snatu bangss di berbapai bidang
terutirna di bidamp reknolop, sosial, dan chonoims
tentunya membawa dampak atau pengaruh pada
bentuk kejahatan yang dilakukan secara
profesional dan cangpih. Salah satu bentuk
kejahatan yang paling menonjol dan sangat
berdampak pada perkembanpgan dan
pertumbuhan kehidupan suatu bangsas adalah
koropsi. Untuk bangsa Indonesia fakror
penghambat percepatan pembangunan adalah
semakin maraknya dan berkembangnya tindsk
pidana korupsi, olehnya itu kejahatan tersebut
perlu mendaput perhatian dan penanganan vang
senins serta ditangeulangi secara khusus ofeh
aparal penegak hukum yang profesional pula.

Korupsi telah berkembang menjadi
kejahatan yang bersilat transnasional terjadi
disemua negara. Maka pada tanggal 9 desember
2003 ditetapkan PBB convenifon Against
corrupion 2003 yang ditandatangani di Merida,
Mexico, { Konvensi International Tentang
pemberantasan Korupsi), Secara subgtansial
konvensi ini sangat berarti bagi indonesia
sehingga perfu undangz-Undang Mo, 31 Tohun 1999
lo, Undang-undang Mo. 20 tahun 2001 |
Lembaran Negara Eepublik Indonesia Tahun
2001 Nomor 134, TLN RI Nomor 4150, Tentang
Pemberantasa Tindak Pidana korepsi Yang telah
disesuatkan dengan konvens,

Praktik korupsi telah menempatkan
posigl Indonesia terpurak dalam lingkungan

HLAUusfiaEl FESSOSPOL

JURNAL FESSOSPOL. JENDELA™
Vil 08, e 1, JANTIART 2020

pergaulan masyatakat 1nternzdional, karena
dipandang scbagai salah sato negara yang paling
banyak tetjadi prakick korupsi. Transparency
dnternaiional, menempatkan Indonesia sebagai
negara terkorup di dusia Berdasaran dats yang
dilansir Lembaga Political and Feonomic Risk
Consultancy { PERC )} memosisikan indonesia
sebagm negara yang tinghat korupsinya tertinggi
yvakni wratan kedea di Asia setelah negara
Philipina, atau sejgar denzan Thailand vaitu
sama-smnamemiliki nilai skor 8,03 sadang Pilipina
sendiri memperoleh skor 9 40 dan untuk tingkat
internasicmal posisi Indonesia adalsh nomor 6
(enam dari 133 serntus tign puluh tige) Negara,

Sebagai warga negars Indonesia tenty
patut merasa pnhatin dengan kondisi in1.
Walaupun pemenintah telah melakukan berbagn
upaya untuk memberantas korupsi. Schingga
pemerimahan 5SBY-JK memben perhatian dalam
rangka pemberantasan korupsi, kolusi dun
nepotisme di berbagai hidang. Banyak peraturan
bukum seperti KUHP dan termasuk pula Undang-
Lindang Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi
sebagal upaya untuk memberantas sepala bentuk
korupsi dan menjaiubkan sanksi terhadap para
pelaku tindak pidana korupsi (keroptor) tersedl.

Selzku penyelengpara negara pemerintah
mempunysl peran penting dalam mewujudkan
cita-cita perjuangan bangsa, dengan menghendali
terwijudnya pentyelengpar negara yang mampu
menjalankan tugas dan fungsinva, yang dilsknkm
secara efekiif efisien, bebas dar karupsi, kolusi
dan nepotisme. Maka sesuai dengan tunbatan
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reforman pemenntah Indonesia menctapkan
Undang-ondang No. 28 Tahun 1999 (U707 BKEN)
Undang-Undang ini memuat ketentuan vang
berkaiten langsung atay fidak langsung dengan
penapakan hukum terhadap tindak pidana karupsi,
kolusi dan nepotisme yang khusus ditujukan
kepada penyelenggara negara dan pejabat lain
vang memiliks fungst strategis dalam kaitannys
dengan penvelenggara negaa

Uspha permerintah dalam menanggulang:
kebocoran  kewangan negara  denpgan
melaksanakan secara normatif dan aktual
Undang-Undanng Pemberantzsan Tindak Pidana
Eomupsi (UU PTPK) telap berjalin, serta perlu
menidapat dukungan dart aparat penegak bukum,
seperti; hakim, jakss dan kepolisisan, sejak tahun
19672004 Indonesia telah membentuk berbagai
Tim anti kotusi, antara lain Tim Pemberantes
Korupsi dibentuk berdasarkan Keppres no, 228
tabun 1947 tanggal 2 Desember 1967, komusi [V
dibentuk berdasarkan Keppres No. 1 Tahun 1970
tanggal 31 Janueri 1970, Komite Anti Korupsi
(RAK) tabun 1970, OPSTIB berdasarkan Inpres
No, ¥ Tahun 1997, Tim Pemberantasan Kotupsi
(TPK) tabun 1982 yang tidek pernah lerwujud
keppresmya, dan terakhir Tim Gabungan Anti
Komupsi vang mengacu pada Undang-Tindang
Mo, 31 Tabun 9599

Dalam Undang-Undang Mo, 31 thun
1929 {entang Pemberantasan Tindak Pidana
korepsi Jo, Undang-LUindang Mo. 20 tahun 2001
tentang perubshan atas Undang-undang No, 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
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Pidana Foropsi, selain berisikan hukumn pidana
material, yang berari ketentuan mengenad isi stan
subatanzi hukum pidana tentang pencesahan dan
pemberantasan tindak pidana korups: ity sendin.
Ddsini hukum pidana formalnva, atau hokom
nearg pidana yveng bersifat ayvats atan konknet
Disini hukum pidana dalam keadaan berperak.
dijalankan stau bernds dalam suatu proses, Oleh
kurena ity disebut juga hukum acara pidana.
Berdasarkan Iatar belakang veng telah
diuraikan tersebut di atas, telah mengarahkan
pada permasalahan dalam penelitian ini, adalsh
untuk menganahiza terhadap perkara nndak
pidana korupsi yang telah dijamhi pumisan lepas
dari sepala mntutan hokum, maka adapun
rumusan masalahnya adalah sebaga berikul;
|. Bapmimanskah desar pertimbangan hukum
Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan
lepas dan sepala tnitan hukom terhadag
perkara tindak pidana korupsiT
2, Fakior apakah yang menyebabkan Iahimya
putusan lepas dari sepala tuntutan hokum
datam perkara tindak pidana korupsi?

2. Metode Penelitian

Penelition mengena penjatehan putusan
lepas dari segala tuntutan hukum dalan tindak
pidana korupsi dilakukan di wilayvah Pengadilan
Negeri ch Sulawesi Selatan yakni; Pengadilan
Tinggi Sulawesi Selatan, Pengadilan Neger:
Meokassar dan Pengadilan Negen Buhiloomba.

Penelitian ini merdpakan penelitian
normabive yang bersifat deskriphf dangan
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mengpunakan jenis data sekunder, dilakukan
denpan cara meneliti bahan pustaka stan dats
sekunder yang membahas fentang potusan lepas
dan segala tuntutan hukum ( owsifor van elle
rechisvolging ) dalam perkara tindak pidana
korupsi, bahan-bahan tersebut kesudian disusun
secara sistematis, dikagi kemudian diambil suata
kesimpulan berhubungan dengan masalah yang
diteliti. Selanjutaya penchitan im ditaliskan dalam
bentuk deskripif, Tipe penelitian ini adaiah tpe
campiris,

Data yang, diperoleh baik secara primer
maupun secara sekunder yang diperoleh dari
pengamatan dan wawancara akan dianalisis
secara kualitatif dengan mengpunakan metode
deduktif kemudian disajikan secara deskriptif
vaitu menjelaskan, menpuraikan dan
menggambarkon sesuai dengan permasalahan
yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

3. Pembahasan

3.1. Pertimbangan puotusan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Makassar
Makassar Nomor: 373/Pid.B2007/PT
MKS, atas nama Terdakwa: Drs. H.

Sueddin DS, M Si Bin Muhammad.

Setelah melewati proses persidangan
terhadap mantan Kepala Dispénda dan Pasar
Kabupaten Bulukwmba Bxrs, H Suddin DS Msi
Bin. Muohammad Divonis oleh Majelis Hakim
Pengadilan Neged Bulukumba tertanggal 13
Perbruam 2007, Perk Mo 34/Pid. B/2006/PN Blk
dengan menyatakan dalam amar potusannya;

T e
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"Terdakwe Drs. H Swueddin D5 Msi Bin,

Mubammad  tefah  terbukri  bersafah
melanggar pasal 3 (/7 No 3] Tahun 1999
tentang pemberamiasan Tindak Pldanag
Korupst jo UL Ne. 20 Tahun 2001 tentang
peribahan UL No. 31 Tabun 1292 fo pasal
33 (1) ke I KUHE yokni membufitifan secarg
sah dan meyakinkan bersalah melokukan
tindak

menguntungkan

pldana ™ dengan ffuan
arang Tair
menyalahgunakan kewenangan vang ada
padanya karena jabatan aiau kedudukan

yang  dapal merugiion Kevangon Negaro ™.

Kemudian oleh Terdakwa mengajukan

permohonan Banding pada Pengadilan Tinggn
Makascar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Makassar dalam aiesr polusanmys Nomer ; 373
{ Pid. B 72007 / PT MEs, tertanggal 17 Desember
2007, Atas nama Terdakwa : Drs. H Suddin DS
Mszi Bm. Muhammad. Menyatakan:
Mengadili sendini | bahwa perbeatan terdakwa
Dz H Soddin DS Msi Bin, Mohammad telah
terhukti akan tetapi perboatan terdakwa tesebut
bukan merupakan perbuatan prdana, oleh karena
itu melepaskan terdskwa dari segala tunitutan
Hukum (Onslaag van afle rechisvervalging

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar
mecjatihbkan pulusan lepas techadap terdakwa,
dalam amar putusanmys mempertimbangkan
sehazai berikout
17 Menurut pendapat Pengadilan Timggi

pertanggungjawaban penpelolas Kevangan
Daerah Kabupaten Bulukumba adalah suate
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mata rantai vang tidak dapat terlepas sam
samina lain, atan berdiri sendiri.

Dalam hal pertanggungjawaban tersebut
deiowah oleh tugas dan wewening dan bopat
Foepala Dacrah, Terdakwa, Bendaharawan
dan pihak swastas (PT Citta Buana Panrita
Lopi) dalam hal ini H, Mohammad Arief SE
vang telah menerima seluruh jumlah dana
tersebut trdak dapat dilepas saty sama lain.
Bahwa terdakwa bukan satu-sanunyva pejabar
penenfn kebyakan pembentokan panitia
pengadaanpembebasan tanah ({ Fanitia
Sembilan ) sesuad kepres Nomor 55 tahun 1993
Bahwa terdakowa dalam fungsi dan jabatanmya
adalsh melaksanakem perintah dan kebijaken
Bupati Kepala Dacrah, di pihak lain terdakwa
tidak menerima den menikmati hasil
pembebasan tanah, dan terdakwa dalam
pogisi ini hanya menjalonkan prosedur
pengeluaran uang scsasi perintah, schingga
adalah tidak berdasar hukum dan rasa
keadilan, bahwa pertanggungjawaban
diletaklan pada diri terdakowa.

Bahwa berpegang pada tegak hukum dan
keadilan seria [akta-fakta yang terungkap
dalam sidang perboatan terdakwa Dis, H
Swddin DS Msi Bin. Muohamnad memang
terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan
meTupakan perbuatan pidana, olch karena i
terdakwa Drs. H Suddin DS Msi Bin,
Muhsmmad haruslsh dilepaskan dari segala
tantmtan hukam (Oesfoag van alle

rechisvervolging)
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Dengan pertimbangan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Makassar lersebut di atas,
menurut penulis adalah sangat kelir, karena
Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya
tidak cermat menilai fakia persidangan, seperti
keterangan para saksi dan alat bukti lainnya.
Dalam persidangan pada pokoknya para saksi
menesangkan pencairan dana uniuk pembayaran
pembebasan lahan sebesar Rp. 250,000,000, - dari
terdakwa kepada pihsk swasta selaku pelaksana
pembangunan pasar dan terminal adalah
menyalahi ketenhuan proses pencairan dana yakm
anggaran tersebut belom dibahas oleh
pemerintah bersama lembaga lepislatif
Kabupaten Bulukumba, Serta pembebasan dan
permbayarim ot rugl bahan sehamsna diketabm
dan dilgoukan oleh panitia Sembilan yang dibentuk
oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba
sebagmimana dengan ketentuan pasal & Kepres
Nomor 55 Tahun 1993 menentukan bahbwa
pengadaan tanah untuk kepentingan umum
dilakukan dengan bantan panitia pengadasn
tinah vong dibentuk oleh Gubernur di tiap
Kabupaten Atan kotamadya tingkat 1T, Bukan
dilakukan oleh pihak ke fiza atay pihak swasta
{FT Citra Buana Panrita Lopi),

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makussar
berkesimpulan bahwa tindakan terdakwa
melakukan pembayaran untuk pembebasan
lahan-tanah milik rakyat tersebul bokan
mempakan perbuatan melawan hukum, karena
telah seésuai dengan perintah, dan apalagi
perianggungjawaban tidak semaig-moata heres
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dibebanken kepada terdakwa, schingga dasar
inilah vang dijadiken daser pertimbanpan majelis
menjatuhkan putusan lepas dari segala tuniutan
hukum kepada terdakwa Penulis tidak
sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim
bahwa pertanggungjawaban MNegara harus
dibebankan kepada semua pihak apabila
pencairan dana fersebut tefah disahkan oleh
pemerintah bersama lembaga legislatif,

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
merupakan hal vang  paling esensial, karena
pertimbangan putussn Hakim sangat ditesitukan
oleh dakwaan Jaksa Penuntut Umum b depan
persidangan, oleh karens itn Jaksa Penuntur
Lmum  dalam dakwaannya tidak menguraiken
dengan teliti dan cermat mengenai uraian tindak
pidana korupsi yang  dilakukan oleh terdakowa,
maka skan menyulitkan Jekss Peauntut Unium
dalam sidang pembyktian untuk dapat
membuktikan kesalahan terdakwa,

Berdasarkan hal di atas menurat penulis
ternvata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Makazsar tidak mempertimbangkan perbuatan
terdakwa  berdassiken ketentwm pasal 4 ayai
(2] keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994
tentang Pelaksanain Anggarsn Belunja dan
Pendapatan Megara, vang  menvatakan bahwa
Beban Anggaran Belanja Negara untuk tujusn
lain dori yang  ditetapkan dalam Anggaran
Belanja Negara dan akibat perbuatan terdekwa
yang mengeunakan sclisth dar anggaran
pembangunan Pasar dan Terminal Tanete
tersebut , menurut penulis Gdak boleh dilakukan
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karena secara tegas bertentangan dengan
ketentuan Pasal 4 Ayat (2) kepotusan Presiden

MNomor 16 Tahun 1994 tentang pelaksanasn

Anggaran Belanja dan Pendapetan Negara

tersebut i atas.

Llntuk melihat penerapan unsur-unsur pasal
vang dijadikan dasar perimbangan hakim
Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan
Negeri Bulukumba dalam penjatuhan putusan
lepas dari segala tuntutan hukum, maka di bawah
ini akan penulis uratkan penerapan unsur-unsur
pasal tersebut:

1. Setiap crang,

2 Secara melawan hokum melakukan
perbuatan memperkaya dirl sendin atan orang
lain atau suatu koorporasi;

3. Dapai merugikan kevangan Negara atav
oerehonomian MNegara;

4. Sebagai orang yang meladkukan, memrh
melakuan, atau turut serta melakukan

perbumatan tersebut.

A, Unsur setiap orang

Majehs hakim Pengadilan Negeri Bulukumba
dalam pertimbanngan putusannya, bahwa sabyvek
hokumepelakn tindsk pidana dalam pasal 2 ayat
(1) undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang pemberantasan Tindak Pidana Kommpsi
sebagaimana telah diubah dengan UL Neg, 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah
SCAp orang.
1. Balwa setiep orang menurut passl 1 angka
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(3} undang-undang tersehut &i atas adalah
Orang persecTangan atm lermasuk koompormst;
. Bahwa, koorporas: menurat pasal 1 angka{1)
undmg-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah divbah dengan UL No.
20 Tahun 2001 tentang Perubshan gtas
Undang-undang Nemor 31 Tahun 1999 tentang
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
adalah kumpulan orang dan atan kekayasn
yang teroganisir baik merupakan badan
hukum maupun bukan badan hukum;

- Bahwa, vang diajuken ke persidangan schagai
terdakwa oleh Jaksa Penuntut Unnun adalsh
aramesorang Iaki-lakd, bukan seam kearmorasi:
. Bahwa, sehapai terdskwa orang perseoranzan
it harus memenuhi syarat sebagai subvek
hukam pendokung hak dan kewajibzn dan
secira hukum mempanya kemampoean untuk
mempertanggung jawabkan perbuatan/
kesalahan yang dilakukanmya;

5. Bahwa, identitas orang yang diajukan sehagai

terdakwa ke persidangan sudsh diperikea oleh
majelis hakim dan berdasar hasil
pemeriksaan tersebut diperoleh fakta hukum,
yaru: orang yang dihadirkan di persidangan
sebagai terdakwa mempunyai identitas sama
dengan identitas terdakwa dalam surat
dakwaan dan juga denpan identitas dalam
surai-sorai yang terkampir dalam berkas perkana
Unsur secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkays dir sendir atan orang
lain ataw ssatu koorporas,

4 JENDELA

JURNAL FESSOSPOL “JENORLA
VO, 08 NO. 1, JANTART 2020

Pagal 2 ayat (1) undang-andang Nomor
31 Tahun 1999 lentang pemberaniasan Tindak
Pidana Korupsi schapaimana telah diubeh dengan
UU Ne. 20 Tahum 2001 tentang Perubahan atas
Undang-undang MNomor 31 Tahun 1999 tentang
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang
didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan
primair

Mencermati ketentuan unsur ke-2 dan
pasal tersebut di atss, vang dimaksud dengan
mshwan hukomn dakam erti formil dan inateril, yalmi
meskipun perbuaan tersebut tidak digtur dalam
peraturan perundang-undangan, namun apsbila
perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak
sesual dengan rasa keadilan atan nooma-norma
kehidupan sosial dalam masyarakat, maka
perbuatum tersebut dapat dipidana. Sedangkan arti
memperkaya adalah perbuatan vang dilakukan
untuk menjadi lebih kaya dengan jalan/sarana
medalui perbeatan melawan hukum.

Dengem berdasarkan fakta hukum dalam
pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan
Megeri Bulukumba bahwa pencairan dana
pembayaran pembebasan lahan milik rakyar
unfuk pembanpunan pasar dan terminal Tanete
tidak sesum dengan ketentuan pasal 25 peraturen
Pemerintahh Nomor 105 Tahan 2000 vaitu
bertentangan dengan asas pengelolaan kenangan
vang baik, yaitu efisien, efekiif dan tertib
administrasi, serta adanya selisih dari angearan
tersebut yang telah diterima dan digunakan oleh
terdakwa dan tidak pernah dikembalikan kepada

pemerintah Daerah Bulukumba. Sehingpa
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terdakwa memperoleh keuntungan dan kekayaan
terdakwa bertambah scsuail basil selisth tersebun
schingga dengan demikian Majelis hakim
berpendapat babhwa unsur tersebut telah

terpenihi.

€. Unsur yang dapat merugikan keuangan
Negara piau perckonomian MNegara,

Yelanjutnya menurnt  penulis,
pertintbangan Majelis Hakim di stes nampak ada
perbedaan yang esensial antara Jaksa Penuntut
Limum dengan judex factic didalam menafsirkan
pengertien merngikan keuangan Megara, karenn
migpeiis hakim bersandar pada pengertian kerugian
MNegara sebagaimany diatur dalam pasal | angka
22 Undang-undang No 1 Tshun 2004 (entang
perbendaharasn Negara yang menyvatakan
bahwa: “kerugian Nepars/daserah adalah
kekurangan vang, surat berharga, dan barang
vang nyata dan pasti jumlahnya sebapai akibat
perbuatan melawsn hubum baik sengaja maupun
lalai”,

Sedangkan unsa menurnt Jaksa Penumbg
Umum yang oleh majelis hakim (judex fact)
menjadikan dasar pertimbangan bersandar pada
pengertian kerugian keuangan berdasarkan
penjelasan unmom Undang-undang Nomar 31
tabun 1999 disebuthan bahwa Kevangan Negars
adalah seluruh kekavaan Negara dalam bentuk
apapun yang dipisahkan atan tidak dipisahkan
termasuk di dalamays segala bagian kekeyaan
Negara dan segala kewajiban vang timbul
kanena:
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1. Berada dalam penguassan, penpurusan, dan
pertangpungjawaban pejabat lembaga
Negary baik tinghat pusat maspun dacrah
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan
pertanggungjawaban badan usahe milik
MNegara/baden usaha milik, daersh, yavasan,
badan bukum dan perusshaan vyang
metryertakan modal pikak ketiga berdasarkan
perjanjian dengan Negara
Selanjutmya arti merugikan perekonomimn
Nepara adalsh perekonomian Negara menjadi
merugt ataw menjadi kurang berjalan, vang
dimaksud dengan perekonomian Negara mennil
undang-emdamg nomor 31 tshun 1999 disebutkan
perckonomian Negara adalah kehidupan
perckonomian yang disusun sebagai usaha
bersama berdasarkan gsas kekefuargaan ataupun
usaha masyarakat secarn mandiri vang
didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah haik
tingkat pusat maupun tingkat daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan
yang berlaka yang bertujusn memberikan
manfaal, kemakmuran dalam kescjahieraan
kepada seluruh kehidupan rakyat,

3.1. Faktor yang mempengaruhi Inhirnya
putusan lepas dari sepala funtutan
hubkum dalam perkara tindak pidana
korupsi di Pengadilan Negeri Sulawesi
Selatan

Faktor yang mempengarchi penjotuhan

puinsan lepas dari segala tunnstan hukum dalam
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perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan

Megen di Sulowesi Selatan, fakior tersebut vakmi:

1. Putusan Mahkamah Eonstitusi yang
menghilangkan sifat melawan hukum mareri]
daiam penjelasan pasal 2 avar (1) Undang-
undang Wo 20 tahun 2001 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi:

2. Pemahaman hokum Hakim Pengadilan
Negeri oi Sulawes: Selatan,

3, Integritas moral

4. Substinsi hukum

1. Putusan Mahkamah Konstitusi yang
menghilangkan gjaran sifat melawan hukum
materil

Konsep melawan bukem dalam undang-
undang pemberantasan tindak pidana korupsi
meliputi melawan hukum formil dan melawan
hukum materil, vang dimaksud dengan konsep
mielawem hukum bersifat formil adalah tolak ukur
yang dipakai jika berfentanpan dengan peraturan
perundang-undangan, nka tidak lagi unmk
menyatakan dasar patut dipidanamya perbuatan
apabila bertentangan dengan undang-undang,
sedangkan kosep melawan hukum bersifat materl
tolak wkur vang dipomakan adalsh spabila
bertentangan dengan nilai keputusan dan nila
keadilan dalaon masvarnkat

Unsir melawean huloom (swewderechielifke)
dapat dikulifikasikan sebapai melawan hulum
formm! maupun materil. Sifat melawan hukum
formil menorut Andi hamzah adalsh perbuatan
pelaku bertentangan dengan ketentuan hukum

tertulia seperti undang-undang, peraturan
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pemenntab, persturan presiden dan peraturan
daerah

Pelang garan terhadap kebiasaan, kepantasan dan
kesusilaan merapakan sifat melawan hukom
materil, yang dalam prakick peradilan di Indonesia
dapat berfungsi positifl sebapai alasan untuk
menghukum, dan dapat berfungsi negative
sehagai alasan untuk menicdakon hukumon atasy
membebaskan).

Pengerian “sifat melawan hukum formil™
sering dirancukan dengan pengertian
“menyaiahgunakan wewenang” padahal itu jelas
berbeda, sebab sifar melawan hukam formil bisa
dilakukan oleh sctiap orang sedangkan
menyalahgunakan wewenang hanya biga
dilakukan olech orang wvang mempunyai
kewenangan dan Kapasitag tertentu vang
ditetapkan secara tertulis olch suatu peraturan
formal (tertulis).

2, Pemshaman hukum

Pemahaman hukom hakim sangat
berpengaruh dalam penjatahan putusan hakim,
karena kualitas putusan hakim sanngat
dipenganthi oleh pemahaman atau pengetabuan
hukum.

Berdasarkan ketentuan terschut diatas,
maka menwul Jusman (koordinater LM LP-
sibuk}), (wawancara, 9 April 2012} yang
meneggaskan bahwa, pemahaman hukum hakim
dapat dilihat dari kualitas putusannya, bahkan
Jusman wmenambahkan bahwa, dengan
banyaknya putusaﬂ-pmum'hakim berupa

pelepasan dari segala tuntutan hukum teshadap
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terdakwa terutama dalam kesus korupsi, bal ini
menandakan bahwa palisa penuntot noom Gdak
dapat membukiikan dakwaannye di pengadilan
kurena akibat dan lemahnya pemahaman hakum
vang dimiliki oleh jaksa tersebut, begitu juga
dengan hakim dengan melihat pertimbangan
putusan hakim dalam perkara-perkora tindak
pidana korupsi yang begitu lemah, hal ini juga
mengindikasikan bahwa hakim memiliki
pemthaman hukum yang masih lemah
Pengetahuan atau pemzhaman hukum
hakim, sangat berpengarub terjadinya putusan
lepas dari scgala tuntutan hukuom, karena apabila
pengetalman hukum hakomn baik maka teatunya
akan berpengaruh terhadap kualitas potesan
hakim dalem membuktikan kesalghan terdakwa

di depan persidmmpan,

3, Integritas Moral

Integritas moral penegak hokum teratama
hakim merupakan permasalahan sangat
fundementai dan perly mendapathan perharian
vang serius, kerena zangal mempengaruhi
penegakan hukwm pidana, khusnsnya dalam
tindak pidana kompsi, karena dalom perkam
tindak pidana korupsi yang melibatkan pejshat
atan mantan pejabat vang memilk: pengaruh serta
kernampuan financial vang kuat dapat saja
mempengarezhi hakim dalam menjatahkan
putusannyn. Mengenai bhal tersebut sejalan
denpan pandangan Anthon F. Susanto (2004:129)
dalam bukunva berjudul wajeh peraddan bita
yatg memnberikan gambaran mengensi prakiek-
prekick penvimpangan atau judicied corrupiion
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yang ferjadi di lembaga pengadilan, dalam prakiek
penegakan lukum di negeri ini vaite schagai
berikut:

Sava seting menang dalam perkara lewat
cara-cara kurang bersih. apabila proses
persidangan memasuki acara pulosan, seminggn
schelumnya sava dipanggil panitera. Panitera
biasanya menyebutkan jumlah nominal uang
apabila perkara saya ingin dimenangkan atan
hukum klien sava dikurangi. Penyverahon wong
tidak langsung kepada hakim tetapi lewat
panitera. Saya percaya bahwa itu adalah inisiatif
hakim, sebab setelah uang diberikan bissanyva
putusan sesual dengan harapan sova dan janji
yamg disampaikan panitera. Hal ini cukup
mengutungkan saya, karena nama sayva menjadi
terangkat sebapal pengacara yang mampu
membela Eliennya, dan sava taha bahwa hitkan
hanya saya vang melakulcan prakick semacam
i, saya pemnah melihat dan berbincang-hincang
dengan pengacara lainnya cara ini sering
dilakukan oleh mereka

Pandangan Anthon F. Susanto tersebot di
atas sangrat berpengaruh dalam proses penegakan
hukem di Indonesia pada umumnya dan
pengadilan Megen: di Sulawes Sclatan pada
khususnya, Permasalahan pencgakan hukum
selama ini banyek kalmgan memandang bahwa
mztiteesi pengadilan tidek hisa ks dijadikan sarana
untuk mempercleh keadilan bagi masvarakat
pencari keadilan, karena seringnya terjadi
prakiek-prakick yang menyinpang dan ketentuam
hukum vang berlaku, schingga banvak putusan
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pengadilan vang lidak sesusi dengan rasa keadilan
masyarakat.

4. Substans: hukum

Sehapammana kita ketahn banyak peraturan
perundang-undangan tentang pemberantasan
tindak pidana korupsi yvang telah dibuat oleh
Pemenntah mulai sejak Undang-ondang no 40
Tahun 1957 sampai dengan undang-undsng
Nomor 30 tahun 2002 tentane komsi
pemberantasan Tindsk Pidmma Korupsi,

Keseriusan pemerintah dalam
pemberantasan tindak pidana korupsi, nampak
jelas dan myata, hal it dikarenakan tindak pidans
korups dinilai sehagai tindak kejaharan yang luar
biass, yang bersifat sistematik, endemik yang
berdampak sangat luas yang tidak hanya
merugikan kevangan Negara tetapi juga
melanggar hak sosial dan ckonomi masyarakat
luas, sehingga penindakannya perlu upaya
comprehensive extra ondinary, nvata banyvak
peraturan hiksm, lembaga dan komisi vang telah
dibentuk oeh pemerintah Republik Indonesia,
Hal im sgjalan dengan pandangan Socdjono
Dirdjosisworo (Lilik Mulvadi, 2007:%5) bahwa
lindek prdana kompsi yang dapat dikenakan
dalam pasal-pasal KUHP saat itn dirasakan
kurang, bahkan tidsk efektif menghadapi gejala
korupsi saat i, maka dirasakan perlu adanya
peraturan yang dapat lebih memben keleluasaan
kepada penguasa untuk bertindak terhadap
pelaku-paiakunya.

Memang dengan melihat berbagai macam
bentuk persturan perundang-undimgan tentang
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tindak pidana kormpsi vang telah ada, 1menurut
penulis sudah sanpat memadar onink
memberantas tindalk pidana-tindsk pidana korupsi
di Indonesia, khususnya tentang sankst hukum
schapal efck jera bagi para pelabunya, samun
semmua it baru dapat terwujud bilamana didulung
oleh aparat penepak hukem (kepohisian, kejakszn
dan para Hakim) yang buik, jujor dan professiongl
serta punva komitmen vang kual untuk

memberantas Korupsi.

3.3. Faktor penyebab lahirnya putusan
lepas terhadap tindak pidana korupsi
Majelis hakim dapat menjotubhkan
putusan lepas dan sepala nmeotan hukum, dapat
dilihat oleh beberapa hal antara Lain ;
1. Dari segi pembuktian yaitu adanya
persenyawaan antara Administrasi Neeora
dengan Korupsi.

b

Jaksa Penuntut Umum tidak dapat

menbuktikan dakwaanmya,

3. Karena adanya tekanan masyarakat erhadap
lembaga penyvididan lembaga pecadilan, tetapi
satu pemyvebab.

Hal senada oleh Leden Marpaung
menggaskan bahwa, berdasarkan pengamatan
terhadap pwiusan, ternyata putusan lepes wejadi
antars bain:

a, Kekeliruan/error mengenai pasal yang
didakwakan

Terdakwa dalam penggelapan kewon gan

Megara telah mempergusnakan kuitansi-koitensi

pali daftar-dafiar pembelian barang palsu untuk

-
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mempertanggungjawabkan keusngan Negara
yamg dikelolanya, namum tidak diperoleh cukup
bukti bahwaa pekerjan vang dibisyai dengan
keuangan Negora tersehot tidak sclesai. Dengan
demikian “kerugian kevangan negars” dengan
kasus posisi demikian tidak terbukt, Penuntut
U'mum dalam dakwaan tidak mendakwakan pasal
1 ayat (1) huruf ¢ dar TU No 3 Tahem 1971 jo
pasal 416 KUHP, schingga terdakwa dibebaskan
oleh Pengadilan Negeri. Perkara terseban pada
pemeriksaan persidangan telah terbukti
mempergunakan kwitansi-kwitansi palse, daftar-
daftar pembelian palsn.  Dalam hal “kerugian
keuangan negara” tidak terbukti maka dakwaan
mielungear Pasal 416 KIUTHP jo Pasal 1 ayat (1)
huruf ¢ dan Undang-undang™N0, 3 Tahum 1971,
merpekan dakwasn yang tepat. Untuk jelasmwya,
perin diamati Pasal 4 16 KUHP vang numusannya
sebagai berikut:

“Fegawal Negert atauw arang loin yang
divwafibkan wntuk seierusnya ataw’ uwnink
sementara wakiu menjalankan pekerjaan
i vang dengan seagaja dengan palsu
membwal ateu. memassikkay buky atou diflar
Yang  semato-male  untuk  pemeriksaan
administrasi,  dihukum  penfara  dan

refernsnya”

Terhadap penerapan Pasal 416 KUHP
telah ada yunsprodens: Mahkamah Agung tanggal
17 Januari 1962 No: 152 K/Ke1961, yang antara
lzin menyatakan:

"Kerugian bagi negora dan keuntungan dirt
serdir fickoklah merupokan wnstr dari iimdak
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pidana seperti diawe didalam Pasal 416
EUHRE"

b, Kekeliman/error tettang Penerapan terhadap
“Troelneing

Sobagal contoh diutarakan kasus posis
perkara sebagai berikut:

1. Terdakwa selaku Pimpinan Provek telah
menerbitkan Surat keterangen vang tidak
benar bahwa seseorang (A) telah dibert
pekerjaan (borongan) dan pimpinan proyek
telsh menerhitkan SPR-SPK fikiif dengan
maksud agar surot-surat/SPR dapat
digunskan untuk mempercich kredit bank.

2. Terdakwa scorang Lurah/Pejabat Pemerintah
telah menerbitkan Girik/K.obir atas sebidang
tanah vang tidak bener dengan maksud agar
Surat tersebut dapat dipakai untuk
mengajukan permohonan sertifikat atas tanah.

J. Penuntut Umum delam dakwaan
merwmuskan terdakwa A bersama-sama
dengen B dan terdakwea C melakyukan suatu
kejahatan (penvelmdupan),

Pengniut Unnum dalam Surat dakwaan
mendakwakan para terdakwa tersebut para huruf
a dan huruf b zebapai “bersama-sama”
(mededade) sebagaimana dimaksed Pasal 55
ayat (1) ke-1 EUHP, tetapi tidak dapat
membuktikan “keinsyafan bekerja sama”™
Seyogianya Penuntut Umum membuat dakwazn
terhadap para terdakwa tersebut selakn
“medeplichtige {membantu) (Pasal 56 KUHP)
Karena disadarinya dengan Surat-surat yang
diterbitkannya, seorang (A) tersebat telah lebih
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iiviclah mencapait twjuanya. Hal mi scsual dengan

pendapal para pakar yang menyatakan, babwa

medeplichtige adalah perbustan vang mendukumg
atau mempermudah dilakukanaya suatu
kejalwatan,

cermat jika ada kemungkman mengajukan “dade”

terlebih dahulu, baru kemudian terdakwa-

terdakwa yang terbukli telah membentu s dader.

Menpgenai kasus posisi butir 2 hurufc, keterkaitan

antara A dan B dengan C atan A denganC, tidak

dirurmuskan dalam Surat dakowanan.

¢, Kekelinmnverror imenpenal perseps, kerugian
kenangan Megara.

Untuk jelasnya diutarakan contoh kasus
posis perkara schagai berikuot:

I. Terdakwa mengajukan data-data vang tidak
benar urtuk memperolch kredit bank dengan
asct/agunan yang cukup berdasarkon data-
data yang tidak benar vang diajukan tesdakwa
pada Bank untuk memperoleh kredit, olch
Permntut Umum telsh dimyatskan memgikan
keuangan negara, Hal tersebut adalah
kesimpulan, hukan pembuktian, Secara nyata
harus dibuktikan bahwa agunanfassel tidek
cukup untuk membayar kredit/pinjaman
tersehut,

2. Terdakws selaku pelaksana suntu pekerjaan
atan selaku Pimpinan Proyek, telah membauat
daftar pembayaran paji, kuitsnsi-Kuitansi yang
tidak benar (fikuf), Dalam bal ini Pekerjaan
yang dilaksanankan selezaiirampung, maka
Kerugian Kepsngan negars tdak terbukn.
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Berkenaan dengan suati pekerjaan proyek.
agar Jaksa Penyidik membust Berita Acara
Pemeriksaan ditempat. Berita Acara tersebut
scbaikava dibust bersama-sama dengan
instans: vang bersangkutan dan atau aparst
pengawasan fangsional lainnya (orizalmya dar
trwilprop). Denzan demmlaan dapat dibukdikan
di persidangan tentang “keadaon myvata” dan
pekerja’provek tersebut;

. Terdakwa mengemban togas dari pemerintah

mengelola tanaman ¢kspor misalnya
Intensifikasi Tembakau Virginia. Untuk proyek
fersebut, pemeriniah memberikan
kelongparan kredrt dengan tata cara yang
telah ditentukan uniuk memperoleh kredit
terdakwa telah mengajukan daftar petani dan
areal fiknf Seluns spunan krednt terschar
seimbang dengan kredit yang diterima maka
kerupian keoangan negara belum térbukt.
Dralamn hal demikian, penyidikan/penumtutan
seyvoganya diarahkan kerugisn perekonomizn
neggara yang, dalam realisasinys pembulionnya
dititik beratkan pada Keterangan ahli dan
program pemeriniah tentang proyek tersebut,
khususnya dalam equisitoir hal tersebut
ditonjolkan. Karena penuntut wmum dalam
requisttorr fidak merumuskan dan tidak
wienmbukiikan kerugian perckonomian negara
maks  Pengadilan  Negeri tidak
mempertimbang kannya schingga

membebagkan terdakwa dengan

pertimbangan bahwa kerugian neparn tidak
terbukti;

Sy
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4, Terdakwa tidak menverahkan secara
keseluruhan vang/dana yang, scharsnya
diseralikan. Dengan perkataan lain, ditahun
sebagimm_ Jika terjedi hal vang demtkian agar
benar-benar menclusor vang tersebut dan di
mana disimpan. Dalam requisiloir. harus
benar-benar dapat dibuktikan perincian-
perincian nang tersabat dan penponsannya.
Adanyn kasus perkara yang dipersidangan
terungkap babwa uang yang tidek diserahken
tersehut adalah omtuk membiaym kegiatan
pemantapan provek tersebut, menyebabken
pengadilan membebaskan terdakwa.,

5. Terdakwa digjukan ke persidangan melakikon
Tindak Pidana Korupsi karena uang pembelizn
beras 6000 ton belum dibavar. Beras Sudan
diperoleh oleh instins yang bersanpkutan dan
menurot terdakwa uang tersebut telah
kenangan Negara, tidak terbukti terutama
kaeda beras yang dipesan oleh pamerintsh
tedah diterimea

d.  Kekelirean/ervor mengenai unsur-umsar delik

Untuk jelasnya divtarakan comtoh kisas
posisi perkara, sebagai berikut Terdakwa selakue
aparat pajak telah mengembalikan vang pajak
[restitusi), vang menurut perkirammnya telah
dipungut melebihi pungutan yvang diwajibkan,
Dialam hal demikian, terdakwa didakowakan telah
melakukan Tindak Pidann Koropsi.  Dalsm
persidangan tidek terungkap adsnya hubungan
terdakwa dengan orang yang wang pajakoya
dikembalikan secara objektif dalam kasus posisi
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demikian, penuntyt pmum harus dapat
memmibmkiikon.
l. Usngyang dikembalikan tersebuot adakah hak
DEgEara;
4. Kesengajann (dolus) terdakwa.

Apakah terdakwa mengefahui bahwa
perbuatannyn terscbut dapat menimbulkan
kerugian kevangan negara, delam hal ini perlu
dingat asas"tidak ada hukumsn kalao tidak ada
kesalahan™ Jika kedua hal di atas belum
memperaleh bukt yang cukup, seyogianya
perkara tersebut belum dilirmpahkan ke
Pengadilan Meperi.

e, Kekeliruan/error terhadap Omission Delict.
Sebagm contoh diuterakan kasus posisi
perkara sehagai berikur
1, Terdskwa dinjukan ke persidangan pengadilan
ekonomi, telah melakukan perbuatan
mermbantu melakukan pemyelindupan karena
tingeal diam/sikap pasif atau tidnk berussha
mencegah atan menghalangi kejahatan
terscbut. Jika terdakwa ditugaskan untuk
mencegah/menghalangi kgjahatan
pemyehmdupan maks dakowasn terhadagmya,
telah tepat sehagaimana divtarakan Uitrecht,
menggaskan bahwa scorang penjaga malam
bersikap pasif pada saal adenva maling.
Tetapi jika hal-hal tersebut bukan merupakan
kewajiban hukum baginya, dia tidak dapat
diperzalahlcan,
2. Terdakwa sclaku Kepala Dinas, didakwa
meelakukan tindak pidana korupsi karena tidak
melakukan pengawasan terhadap Pimpinan
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Provek (terdakwa pasif), Karena terdakwa

pesil maka perbuatan terdakwa tersebut tidak

memennh unsur-unsur findak pidana korops,
sehingga Pengadilan Negeri membebaskan
terdakwa.

Penanpanan kasus tindak pidana korups yang,
demikian diperlukm kecermatan/ketelitian karena
tidak
berbuat{ omission dellict) tidak dapat diterapkan
dalan tindak piduna korupsi, khusustva terhadap
nndak prdana korupsi yang berkenaan denpan

unsur kelalaian dan “karena

pengelolaan sesuatu proyek, agar dalam
penanganannya mempedomani Keputusan
Presiden Nomor; 14 A Tahun | 980 Jo Keputusan
Presiden Nomor; 29 Tahaun 1984

d.4. Upaya pencegahan putusan lepas dari
segala tuntutan hukum

a. Surat Dakwaan wvang Memuatr Error
(Kekeliman)
Menorat Muhammad Arfah Patienreng
( 2009 : 62) bahwa kekeliruan pada Surat
dakwaan tidak boleh terjadi Karena Surat
ditkwann terschut merupakan dasar pemeriksaan
baik pada persidangan Pengadilan Negeri
maupun tingkat selanjutnya. Tetapi pada
kenyataan masih ada Surat dakwaan yang
memuat kekeliroan, Kekelinuan tersebut disadar
{diketahui} setelah pemeriksaan persidangan
ditutup sehingga kurang sesuai sesuai rumusan
dakwazn dengan nndak pidana vang terbukii di
persidangan, antars lain sehagai berikut:
. Peranan terdakwa pada Surat dakwaan
dirumuskan sebagai pelaky (dader), temyata
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terbuktl di persidangan hanya “membant”™
abmm “rreEmbaiak

'

Perbuatan yang terbukti di persidanpan
termyata “kejahatan™ vang tidak didakwakan,
Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Penyidik,
Penuntut Umum meremunskan dakwaan
schagai”penganiayaan bissa™ temyata pada
persidangan terbukti bahwa telah tetapi
kejshatan “Penperoyokan”

3, Runusan dakwann berbeda dengan rumusan
undang-undang, namun pada pemeriksasn
persidangan terbukti bahwa rerdakwa
melakukan kejabatan, Berbagai pendapat
terhadap kekeliruan surat dakwaan fersebu,
atars lain sebagal berikut:

a. Terdakwa harus dibebaskan

b, Dualkwaan batal demi hukom

¢. Persidangen dibuka kembali

b. Inteprated Criminal Justice Sistem

Kata mtegrated pada The Lexicon
Websier [ictionary dimust artinya “Complew
ax a whale w bring fogeiher™ dengan demikian
dipahami
penanggulangan kejahatan dilakuksm secars

dapat bahwa penanpanan/
berzama yaibu antara;
a.  Penyidik;
b. Jaksa‘penuntut ummnm;
¢. Pengadilan;
d. Lembaga pemasyarakatan.

Beberapa hal dalam “Integrated Criminal
Justice Sistem™ memerlitksm perhatian Khusus,
antara Lain sehagai berikut!
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a, Efisien dan Efcktif

Seorang petugas dalam posisi sebagad bagian
dant subsistern "integrated criminal justice sistem™
yang bekerja tidak efisien dan ndak efiktif maka
scmua subsistem lainnya akan mengalami
akibamya sehinggasemua/scluruh sistem tidak
akan efisien dan efektil. Demikian halnya jika
masmg-masing subsictem (komponen) merasakan
dirinya lebih penting dan lebih utama dan
subsistem lainnya.,

b. Profesionalisme

Berdasarkan rumusan GBHN vang
memaat arahan PELITA V1, kualiias aparatur
hukum diupayakan menuju aparatur vang
profesional, Aparatur hukwmn yang profesional
merapakan dambaan masyarakar sehingga
aparatur hukum tersehot akas selals menjunjung
tingei kejujuran, kebenaran dan keadilan sehinapa
memibiki kemampuan uatuk menganyomi
masyarakal dan mendokung pembangunan
nasional. Kekurang profesionalismean seorang
petugas dari suatu subsistem akan mempengaruhi
subsistern dari “integrated criminal justice sistom™
Peningkatan kemnampuan aparat penegak hukum
benar-benar harus dapat mengungguli
kemampuan aparat penegak hukum benar-benar
harus dapat menanggulangi kemampuan para
penjahat,

c. Sarans dan Prassrana

Sarana dan Prasarana dimaksued
seyogianya dapat dipandang dari 2 {dua) sisi
vk
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1. Sarana dan prassrana untuk peningkatan
kemampuan aparal penegak huokum.
2. Barana dan prasarana yang benar™ benar
hatus dapat mengungguli kemampuan

penjahat,

Perkembangan dan kemajuan IPTEK
serta arus informasi globalisasi yang semakin
deras mengharnskan aparat penegak hukum
dapat bertindak secara cepat, tangkes, cermat
dan teliti serta berdedikasi vang tingei.
Peningkatan dedikasi aparat penegak hukum
akan febih mudah dapat dicopei jika dibareng
dengan upaya peningkatan kesejahteraan aparat
dan kelusrganya,

d Materi Hukum

Tampaknya matert hukum vang belum
memadai merupakan hambatan ™ laanbastan bag
aparat penegak hukum. Kevakuman soatu
peraturan senng membuat aparat penegzak hokum
ragu-ragu untgk bermindak Semua pihak periu
menyadan adanys kevalorman peraturan,

e. Ekstra Struktural

Pembentukan sesuatu Tim di Inar
struktural dan mekanisme integrated co-minal
Justice sistem™ sevogianya dipikirkan secara
camat Karens akan menggangzu subsistem yang
ada. Pola pikir untuk mengganfi subsistemn dengan
suatn T akan selaly menimbulksn massyah dan
bukan penvelesaian masalah,

Berdasarkan kenyataan mass silam.

sering suatu Tim dibentwk vang pada
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pennulaannys memang cfeknf totapt kemudian
etistensi dan efekiivitasnva menjadi hilang.

f.  Koordmasi

Pada hakiksinya peranan koordinasi
merupakan upaya pengaturan tindak dan
pembeniukan kesatwan persepsi.lipaya
koordinasi sesama aparat penegak hukum
dilaksanakan dengan semboyan “Saling Asah,

Asih dan Asuh” Wadah koordinasi para aparat

penegak hokum pads saat ini dipusar adalah

MAKEHITAPOL dan daerah

RAKORGAKKUM, namun tampaknya helum

banyak manfaat yang diharapkan kerena

koordinasi dimaksudkan befum didukung sarana
dan prasarana sehingpa RAKORGAKKLUM,
betum efektif. Koondinasi “Penyidik™ Khususnyva

Penyidik Pegawai Negeri Sipil {PPNS)

tampaknya perly enanganan yang cermat dengan

perliimbangan-pertimbangan antara lain:

I Pendidiksn mereka sangat singkat:

2, Pemahaman terhadap vnsur-unsur tindak
pidana bedurn mesnada;

2. Adanya PPNS yang berdasarkan undang-
undang langsung menycrahkan berkas
periara kepada Pesuntut Uhmum.

Arahon GBHN tentang “infegrated
Crimingl Justice Sistem”™ dirumuskan sebagni
Fungs dan peranan organigagi bukum lembaga
hukum, Profesi hukum serta badan peradilan
perln ditata kembali sgar aparatur hokuwm secarn
terpadu mewujudken keterlibatan dan kepastian
hukum vang berintikan keadilan dan kebenarsn

dalam negara hukum yang berlandaskan
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pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
Dengan kata “ditata kembah” maka dapat

dipehami bahwa memung dirasakan belum
memada,

3. Penstom Keterpaduan

Penegakan hukum tidak cukup dilakoukan
dari belakang meja, ketentraman dalam
masyarakat tidak dapat diciptakan humya dalam
sidang-sidang DPR/DPRD. Kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi (IPTEK) vang sangnt
pesat, mempengaruhi perilakn manusia baik
dalmn pengolahan sumber daya alam maupun
jenis dan jumlah kebutuhen.

Apar sparat penegak hukum datam
menghadapt aspek negatif akibat kemajuan
IPTEK dapat memperolch kesatuan persepsi dan
kesatuan Undak puna mencapni efisicnsi dan
efektivitas maka perlu dipertimbangkan sesuat
sistem tertentu karena termyita dengan koordinesd
sesmma aparat pencgak hukum, befum dapat
menyenangkan  masyvarakat.  Tampak
pengendalian penegakan hukum tidak dapat
dilaknken oleh beherapanahkoda/manajer, Dalam
penataan keterpadusn aparatur penepak hokum
jika menginginkan keberhasilan secam efisien
maka ilmu manapemen lidak dapat ditinggallan.

4., Kesimpulan
4.1. Saran
Rerdasarkan kesimpalan rersabar, maka
disaranken sebapai berikut:
I. Untuk menghindari putusan yang kontroversi
terutama dalam penjatuhan putusan kepas dari
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segala tuntutan hukum, maka diharapkam
supaya Hakim pada Lembapa Peradilan di
Sulawesi Selatan dalam pertimbangan
putusannya sevogisnya memperhatikan
fakta-fakta hukum yang terungkap
dipersidangan, kemudian dari fakts- fakta
tersebut dibubungkan denpgan substansi
hukum yang menjadi dasar dakwaan dani
jaksa penuniut wnum, serta memperhatikan
nilai- nilal hukum yang hidup dalem
magyarakat, sehingga pulusan tersehut dapat
mementhi rasa keadilan masyarakat

2. Perlunya pemshaman hukum balik dari
Hakim, sehingga diharaplan Hakim mengikut
pendidikan formal sampai kejenjang
pendidikan hukum yang lebih tinggi sepert
pendidikan Magister bahkan pendidikan
Dokeoral, serita perlunya nilai-nilai moral
ditanamtkan pada div Hakim agar putusannya
dapat menjadi corong keadilan.
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